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PERATURAN KALURAHAN NOMPOREJO NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM Kalurahan) TAHUN 2022-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH NOMPOREJO

	Menimbang
	:
	a. bahwa adanya Undang Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Desa yang termuat dalam Pasal 39 ayat 1 bahwa Kepala Desa memegang Jabatan selaam 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran dengan efektif, efiseien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) yang merupakan rencana strategis pembanguann Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022-2029 Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo.

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Jogjakarta yang tekah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 202 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terkahir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan;
7. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tenatng Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Desa Nomporejo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
18. Peraturan Desa Nomporejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;
19. Peraturan Kalurahan Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2029.
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	Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMPOREJO
dan
LURAH NOMPOREJO


MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM Kalurahan) PERIODE TAHUN 2022-2029



BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kalurahan Ini Yang Dimaksud Dengan:
1. Kalurahan adalah Kalurahan Nomporejo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah	Kalurahan	adalah	Lurah	Nomporejo	dibantu	Perangkat Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah Adalah Pimpinan Pemerintahan Kalurahan.
5. Perangkat Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri Dari Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Danarta, Tata Laksana Sarta Pangripta dan Dukuh.
6. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomporejo.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya Disingkat LKK Adalah Lembaga Yang Dibentuk Oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan,
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Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul dan Adat Istiadat Kalurahan.
11. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya Disingkat Muskal adalah Musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, Dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal Untuk menyepakati hal Yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh APB kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau PAkal.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
14. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
15. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan BPkal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan dan kawasan perkalurahanan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
18. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan,  program,
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kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
19. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kalurahan.
20. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
24. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
25. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
26. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Dan Pemberdayaan Masyarakat.
27. Alokasi Dana Kalurahan, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan Yang Diterima Kabupaten/Kota Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah Dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam,
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sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kalurahan.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
32. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
33. PUG adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
Pasal 2


(1) RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan.
(2) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun untuk Periode Tahun 2022-2029.
(3) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
(4) Penjabaran pelaksanan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui Musrenbangkal.
(5) Hasil	Musrenbangkal	sebagaimana	Ayat	(4),	dituangkan	dalam	RKP Kalurahan.

Pasal 3
RPJMKal Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan Ini.
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Pasal 4


RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan.

Bab III Pengendalian Dan Evaluasi
Pasal 5

(1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Kalurahan.
(2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan.


Bab IV Ketentuan Penutup
Pasal 6
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
[bookmark: _GoBack]Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Nomporejo

Ditetapkan Di Nomporejo
Pada Tanggal 28 Maret 2025 LURAH NOMPOREJO,




SAPON
Diundangkan di Nomporejo Pada Tanggal 28 Maret 2025CARIK NOMPOREJO,
EKA HERDI NUGRAHA
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BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN Kalurahan NOMPOREJO
DAN
LURAH NOMPOREJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN Kalurahan NOMPOREJO KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : …./KB/BPD/2025
NOMOR : …./KB/PD/2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Kalurahan (RPJM Kalurahan) PERIODE TAHUN 2022-2029
Pada hari ini, ……….. tanggal …………….. bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Nomporejo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomporejo

MENYEPAKATI BERSAMA :
Rancangan Peraturan Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022-2029.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022-2029.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomporejo, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo Dan Lurah Nomporejo, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo.

	KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NOMPOREJO

SUYUDI
	LURAH NOMPOREJO

 SAPON
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BAB I PENDAHULUAN

	1.1.
	Latar belakang
	

	
	Rencana	Pembangunan	Jangka	Menengah	Kalurahan
Kalurahan) Nomporejo, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Merupakan penjabaran Visi, Misi dan program	Lurah selama 
	(RPJM
Progo, 8 tahun.


RPJM Kalurahan Nomporejo berisi tentang rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten Kulon Progo.
Hal yang tercantum dalam dokumen Rencana ini merupakan rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana kerja pemerintah kalurahan, yang merupakan penjabaran dari RPJM kalurahan untuk jangka waktu satu tahun.
Dokumen ini disusun sesuai dengan peran dan fungsi kalurahan, sebagaimana telah disepakati oleh masyarakat, pandangan kalurahan tentang pembangunan periode sebelumnya, serta hal yang akan di capai enam tahun mendatang, yang disusun dalam upaya mencapai visi dan misi Lurah yang saat ini menjabat, sampai terpilihnya Lurah yang baru pada tahun 2029.
RPJM Kalurahan Ini mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, serta Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu untuk dilakukan perencanaan melalui pengintensifan seluruh bidang yang menjadi kewenangan kalurahan dengan pelaksanaan penganggaran yang proporsional.

1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) adalah, untuk melengkapi dan memperbaiki Rencana Pembanguan Jangka Menengah yang telah disusun sebagai, pedoman atau acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) bagi Pemerintah Kalurahan Nomporejo, dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Kalurahan secara berjenjang. dengan maksud bahwa, pembangunan kalurahan terlaksana secara berkesinambungan, adil dan merata serta tidak terjadi tumpang tindih rencana kegiatan.
Tujuannya agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan dalam lingkup skala kalurahan, yang berkesinambungan


dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan supra desa, maupun pembangunan kabupaten.
Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan kalurahan, dan sebagai masukan penyusunan RAPB kalurahan.

1.3. Dasar Hukum
Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada beberapa peraturan perundang–undangan, diantaranya adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
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11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan;
12. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembanguna Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);  
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
21. Keputusan Menteri Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa;
36. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
45. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
48. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
49. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
50. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan;
51. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
52. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337/C/2022 tentang Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan;
53. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 228/C/2023 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Kalurahan;
54. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 322/C/2023 tentang Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
55. Surat Edaran Kepala Dinas PMK Dalduk KB Nomor 000/0265 Tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2025 Dalam Rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan di Kalurahan;
56. Keputusan Panewu Galur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
57. Peraturan Desa Nomporejo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Nomporejo;
58. Peraturan Desa Nomporejo Nomor 10 tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
59. Peraturan Desa Nomporejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Nomporejo;
60. Peraturan Kalurahan Nomporejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Sejahtera Nomporejo;
61. Peraturan Kalurahan Nomporejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
62. Peraturan Kalurahan Nomporejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2025;
63. Peraturan Kalurahan Nomporejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Periode Tahun 2022 – 2027;
1.4. Peraturan Kalurahan Nomporejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
Sistematika Penulisan Penyusunan RPJMKal Kalurahan Nomporejo disesuaikan dengan tahapan sistematika yang tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:
	BAB I
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	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
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:
	1.3. 
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1.5. Hubungan Antar-Dokumen
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GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
2.1. Kondisi Kalurahan
2.1.1. Sejarah Kalurahan
2.1.2. Demografi



	
	
	2.1.3. Keadaan Sosial
2.1.4. Keadaan Ekonomi
2.2.2 Kondisi Pemerintahan Kalurahan
2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

	BAB III
	:
	POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
3.2. Masalah

	BAB IV
	:
	KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM Kalurahan
4.1. Visi dan Misi
4.1.1. Visi
4.1.2. Misi
4.2. Tujuan dan Sasaran
4.2.1. Tujuan
4.2.2. Sasaran

	BAB V
	:
	STRATEGI PEMBANGUNAN Kalurahan

	BAB VI
	:
	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN Kalurahan

	BAB VII
	:
	KEBIJAKAN UMUM

	BAB VIII
	:
	PROGRAM PEMBANGUNAN Kalurahan

	BAB IX
	:
	PENUTUP

	
LAMPIRAN
	
:
	
1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kalurahan
2. Daftar sumber daya alam
3. Daftar sumber daya manusia
4. Daftar sumber daya pembangunan
5. Daftar sumber daya sosial budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
7. Daftar gagasan dusun/kelompok
8. Sketsa Kalurahan beserta formulir daftar masalah dan potensi
9. Kalender musim beserta formulir daftar masalah dan potensi
10. Bagan	kelembagaan	Kalurahan	beserta	formulir daftar masalah dan potensi
11. Laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan
12. Berita acara hasil pengkajian keadaan Kalurahan



13. Berita	acara	penyusunan	Perubahan	RPJM Kalurahan melalui Musreng
14. Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan
15. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Perubahan RPJM Kalurahan
16. Berita	acara	penyusunan	Perubahan	RPJM Kalurahan melalui Musrenbang Kalurahan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

1.1. Kondisi Kalurahan
1.1.1. Sejarah Kalurahan
Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Kalurahan Nomporejo Bernama Kalurahan Barongan dan terletak di Padukuhan Barongan. Pada tahun 1887 sampai dengan tahun 1929 dipimpin oleh Lurah yang Bernama Wongso Kartiko, Lurah Wongso Kartiko digantikan oleh Lurah Sastro Diiharjo, yang menjabat antara tahun 1932 sampai dengan tahun 1933. Lurah Sastro Diharjo hanya menjabat selama kurun waktu 9 bulan. Jabatan yang singkat ini karena Lurah tidak memegang amanah rakyat, dan merugikan rakyat, sehingga diberhentikan.
Selanjutnya Lurah Desa Barongan dijabat oleh Mas Lurah Kawadis Reksodiwiryo yang menjabat tahun 1933-1946. Letak Pemerintahan Desa Barongan berada di Pandowan Desa Nomporejo. Pada tahun 1938 Nama Barongan diganti menjadi Nomporejo. Nama Nomporejo berasal dari kata Nompo yang berarti menerima dan Rejo yang berarti Kemakmuran. Dengan nama ini diharapkan masyarakat senantiasa memperoleh kemakmuran dan akan mencapai masyarakat desa yang sejahtera. Pada Tahun 1945 Indonesia merdeka dan tata pemerintahan mengalami transisi dari pemerintahan colonial menjadi pemerintahan Republik Indonesia, maka pada tahun 1948 Nomporejo mengalami perubahan pemerintahan desa dan dinamakan “ Masa Pembaharuan” Pada waktu itu terpilih Lurah yaitu Joyodiharjo. Pusat pemerintahan berpindah dari Pandowan Pedukuhan I ke Gandu Tanon Pedukuhan III. Pada tahun 1954 pusat pemerintahan desa dipindah ke lokasi yang strategis yaitu di Jalan Deandels sampai sekarang. Lurah Joyodiharjo menjabat sampai tahun 1973.
Kalurahan Nomporejo adalah salah satu Kalurahan di wilayah Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 167, 34 Ha. Kalurahan Nomporejo memiliki topografi yang datar, dengan ketinggian rata-rata 20 m di atas permukaan laut. Secara administratif, batas wilayah Kalurahan Nomporejo sebagai berikut:

a. Sebelah Utara	:	Kalurahan Pandowan dan Kalurahan Karangsewu
b. Sebelah Selatan	:	Kalurahan Kranggan
c. Sebelah Barat	:	Kalurahan Karangsewu
d. Sebelah Timur	:	Kalurahan Kranggan


Berikut ini daftar Lurah Nomporejo yang pernah memimpin dan sedang memimpin Kalurahan Nomporejo:
	No.
	Nama Lurah
	Masa Jabatan (tahun)

	1.
	WONGSO KARTIKO
	1887-1929

	2.
	SASTRO DIHARJO
	1929-1930

	3.
	RM KAWADIS REKSODIWIRYO
	1933-1946

	4.
	R.JOYO DIHARJO
	1948-1973

	5.
	R.PRINGGO WARDOYO
	1975-1996

	6.
	MARSUDI
	1997-2004

	7.
	SUYONO
	2004-2021

	8.
	SAPON
	30 November 2021
sampai sekarang






1.1.2. Demografi
a. Jumlah Penduduk
Wilayah Kalurahan Nomporejo terbagi menjadi 8 (delapan) pedukuhan, 16 (enam belas) Rukun Warga, dan 30 (tiga puluh) Rukun Tetangga dengan persebaran rata-rata jumlah Kepala Keluarga pada keadaan akhir Desember 2024 sebagai berikut:


	No.
	Keterangan
	Jumlah

	1
	Rata-rata penyebaran jumlah KK
	99

	2
	Jumlah KK seluruhnya
	799

	3
	Jumlah KK Laki-laki
	640

	4
	Jumlah KK Perempuan
	159

	5
	Jumlah penduduk seluruhnya
	2234

	6
	Jumlah penduduk laki-laki
	1106

	7
	Jumlah penduduk perempuan
	1128



b. Jumlah Penduduk Menurut Usia


Jumlah penduduk Kalurahan Nomporejo menurut usia pada akhir Desember 2024 diperoleh data sebagai berikut:

	Umur
	Jumlah

	a. 00-04 tahun
	113

	b. 05-09 tahun
	134

	c. 10-14 tahun
	140

	d. 15-19 tahun
	148

	e. 20-24 tahun
	155

	f.  25 tahun keatas
	1544

	Total
	2234



c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja
Jumlah penduduk Kalurahan Nomporejo menurut angkatan kerja pada akhir Desember 2024 diperoleh data sebagai berikut:
	Umur
	Jumlah

	a. 15-19 tahun
	148

	b. 20-24 tahun
	155

	c. 25-34 tahun
	310

	d. 35-54 tahun
	656

	e. 55-64 tahun
	308





1.1.3. Keadaan Sosial
Keadaan sosial masyarakat Kalurahan Nomporejo pada akhir Desember 2024 sebagai berikut:
	Pekerjaan
	Jumlah

	a. Belum Tidak Bekerja
	441

	b. Mengurus Rumah Tangga
	133

	c. Pelajar/Mahasiswa
	396

	d. Wiraswasta
	361

	e. PNS
	65

	f. TNI & POLRI
	17

	g. Pensiunan
	36

	h. Buruh Harian Lepas
	245

	i. Perdagangan
	64

	j. Petani/Pekebun
	428

	k. Peternak
	111

	l. Konstruksi
	1

	m. Transportasi
	1

	n. Karyawan Swasta
	153

	o. Karyawan BUMN
	4

	p. Karyawan BUMD
	1

	q. Karyawan Honorer
	8

	r. Buruh Tani/Perkebunan
	33

	s. Buruh Peternakan
	24

	t. Pembantu Rumah Tangga
	9

	u. Tukang Batu
	6

	v. Tukang Kayu
	4

	w.Tukang Las/Pandai Besi
	4

	x. Tukang Jahit
	4

	y. Mekanik
	1

	z. Wartawan
	0

	aa. Juru Masak
	12

	bb. Anggota DPRD Kabupaten
	0

	cc. Dosen
	1

	dd. Guru
	23

	ee. Bidan
	1

	ff.  Perawat
	5

	gg. Apoteker
	0

	hh. Pelaut
	2

	ii.	Sopir
	16

	jj.	Pedagang
	36

	kk. Perangkat Kalurahan
	14

	ll.	Lurah
	1



	mm. Biarawati
	0

	nn. dokter
	2



a. Data Terpadu Kesejahteraan sosial per 2021

	Keterangan
	Jumlah

	a. Tingkat Kesejahteraan I
	24

	b. Tingkat Kesejahteraan II
	49

	c. Tingkat Kesejahteraan III
	112

	d. Tingkat Kesejahteraan IV
	106

	e. Tingkat Kesejahteraan V
	79



b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

	Keterangan
	Desember 2021

	
	Laki-laki
	Perempuan

	a.	Anak Balita Terlantar
	1 orang
	0
	orang

	b.	Anak Terlantar
	4	orang
	10
	orang

	c.	Anak Nakal
	0 orang
	0
	orang

	d.	Anak Jalanan
	0 orang
	0
	orang

	e.	Korban Kekerasan
	1 orang
	12
	orang

	f.	Lanjut Usia Terlantar
	4 orang
	17 orang

	g.	Difabel
	20 orang
	12
	orang

	h.  Tuna Susila
	0 orang
	0
	orang

	i.	Pengemis
	0 orang
	0
	orang

	j.	Gelandangan
	0 orang
	0
	orang

	k.	Korban
Penyalahgunaan NAPZA
	1 orang
	0
	orang

	l.	Pekerja	Migran
Bermasalah Sosial
	2 orang
	0
	orang

	m. Wanita
Ekonomi
	Rawan
	Sosial
	0 orang
	14
	orang

	n.  Keluarga Berumah Tak
Layak Huni
	20 orang
	0
	orang

	o.	Keluarga	Bermasalah
Sosial Psikologi
	2 orang
	0
	orang


Sarana yang terdapat di Kalurahan Nomporejo sebagai berikut:
a. Tempat ibadah
Mayoritas masyarakat Kalurahan Nomporejo menganut agama Islam sehingga tempat ibadah yang ada adalah mushola dan masjid.

	No.
	Nama Dusun
	Jumlah Mushola
	Jumlah Masjid

	1.
	PANDOWAN
	-
	1

	2.
	SOROGENEN I
	-
	1

	3.
	SOROGENEN II
	1
	1

	4.
	BARONGAN
	-
	1

	5.
	BAGONGAN
	2
	1

	6.
	GANDU
	-
	1

	7.
	NAMPAN
	-
	1

	8.
	SAMIRANAN
	-
	1



b. Sarana Kesehatan
Di wilayah Kalurahan Nomporejo terdapat 1 Puskesmas Pembantu di pedukuhan Sorogenen II dan 1 Poskesdes yang terletak di Pedukuhan Sorogenen II, yang diampu oleh seorang bidan desa.
Puskesmas Di Kapanewon Galur terletak di Kalurahan Brosot dan Kalurahan Kranggan yang terletak kurang lebih 1 km. Sedangkan fasilitas rumah sakit, RS Rizki Amalia Medika, dan RS Pura Raharja, terletak di Kapanewon Lendah, berjarak kurang lebih 3 kilometer.
Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan di setiap padukuhan, setiap bulan sebagai upaya pemantauan dasar kesehatan balita dan lansia,



	No.
	Nama Dusun
	Nama Posyandu
	Jumlah Posyandu

	1.
	PANDOWAN
	Melati
	1 unit

	2.
	SOROGENEN I
	Kanthil
	1 unit

	3.
	SOROGENEN II
	Mawar
	1 unit

	4.
	BARONGAN
	Kenanga
	1 unit

	5.
	BAGONGAN
	Cempaka
	1 unit

	6.
	GANDU
	Anggrek
	1 unit

	7.
	NAMPAN
	Menur
	1 unit

	8.
	SAMIRANAN
	Flamboyan
	1 unit



c. Sarana Pendidikan Formal dan Nonformal
Berikut	ini	jumlah	sarana	pendidikan	di	Kalurahan Nomporejo, baik yang bersifat formal maupun nonformal:

	No
	Sarana Pendidikan
	Jumlah (unit)

	1
	Formal
a. Taman Kanak-kanak
b. Sekolah Dasar
c. Madrasah Ibti’daiyah
	
3
1
0

	2
	Non Formal
a. PAUD
b. TPA
c. Pusat	Kegiatan	Belajar Masyarakat
d. Pondok Pesantren
	
1
8
0
0




d. Sarana Prasarana Pemakaman
Pemakaman yang terdapat di Kalurahan Nomporejo berjumlah	17 tempat, digunakan sebagai tempat memakamkan warga Nomporejo yang meninggal, maupun warga dari luar, sesuai dengan kebijakan pemerintah kalurahan.



	No.
	Nama Dusun
	Jumlah makam

	1.
	PANDOWAN
	0

	2.
	SOROGENEN I
	1

	3.
	SOROGENEN II
	3

	4.
	BARONGAN
	2

	5.
	BAGONGAN
	2

	6.
	GANDU
	4

	7.
	NAMPAN
	3

	8.
	SAMIRANAN
	2




e. Sarana Prasarana Olahraga
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam kegiatan olahraga, pemerintah Kalurahan dan warga bersama-sama menyediakan sarana olahraga sebagai berikut:

	No.
	Sarana Olahraga
	Jumlah

	1.
	Lapangan Bola Voli
	3 tempat

	2.
	Lapangan Bulu Tangkis
	1 tempat

	3.
	Lapangan Sepak Bola Futsal
	1 tempat

	4
	Tenis Meja
	3 tempat





f. Sarana Prasarana Perikanan
Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) berada di Padukuhan Samiranan. Sumber air dan pemanfaatan pekarangan yang biasa digunakan untuk pengembangan perikanan, dilakukan juga oleh masyarakat di Pedukuhan Pandowan, Sorogenen 1, Sorogenen2, Barongan, dan Gandu. Adapun yang dikembangkan budidaya ikan lele, gurami, Nila, dan Ikan Gabus.

	No.
	Nama Dusun
	Jumlah Kolam

	1.
	PANDOWAN
	6 biofok

	2.
	SOROGENEN I
	3 biofok

	3.
	SOROGENEN II
	4 terpal

	4.
	BARONGAN
	10 biofok

	5.
	BAGONGAN
	0

	6.
	GANDU
	1 kolam semen

	7.
	NAMPAN
	6 terpal

	8.
	SAMIRANAN
	12 biofok





1.1.4. Keadaan Ekonomi
Mayoritas masyarakat Kalurahan Nomporejo memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Tanaman utama dalah tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, semangka, melon, terong, lombok dan sebagainya.
Lahan pekarangan, ditanami pohon kelapa, buah-buahan seperti mangga, rambutan, dan pisang yang digunakan sebagai penghasilan tambahan bagi warga. Meskipun begitu masih banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
Selain sebagai petani, masyarakat Kalurahan Nomporejo sebagian besar  berprofesi  sebagai  wiraswasta,  dengan  usaha  depo  pasir,
peternakan, kerajinan, warung dan toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.
Dalam rangka meningkatkan ekonomi kalurahan, sarana dan prasarana yang terdapat di Kalurahan Nomporejo adalah BUMKal “Binangun Ngudi Makmur” dan adanya kios kalurahan yang berjumlah 22 unit.

1.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan
1.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan
Kalurahan Nomporejo terdiri 8 (delapan) wilayah pedukuhan, meliputi 30 RT dan 16 RW.



	No.
	Nama Dusun
	RW
	RT

	1.
	PANDOWAN
	2
	4

	2.
	SOROGENEN I
	2
	4

	3.
	SOROGENEN II
	2
	2

	4.
	BARONGAN
	2
	4

	5.
	BAGONGAN
	2
	4

	6.
	GANDU
	2
	4

	7.
	NAMPAN
	2
	4

	8.
	SAMIRANAN
	2
	4



Yang dipetakan sebagai berikut:
1. Pedukuhan	I Pandowan, sebagai pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan, peternakan kambing dan perikanan air tawar, ke depan akan dikembangkan untuk kawasan ekonomi kalurahan.
2. Pedukuhan II Sorogenen I dikembangkan sebagai percontohan Kelompok Wanita Tani dan Pengolahan Sampah dan Bank sampah Mitra Sejahtera
3. Pedukuhan III Sorogenen II untuk pengembangan olah raga Volly, dan inovasi pelayanan masyarakat.
4. Pedukuhan IV Barongan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, palawija, perikanan dan UMKM.
5. Pedukuhan V Bagongan untuk kawasan pemanfaatan lahan pekarangan, terutama tanaman pisang.
6. Pedukuhan VI Gandu untuk kawasan pemanfaatan lahan pekarangan dan perikanan.
7. Pedukuhan VII Nampan untuk kawasan peternakan kambing dan pusat pelestarian budaya.

8. Pedukuhan	Samiranan	untuk	Kawasan	perikanan, pertanian dan peternakan.

1.2.2. Organisasi Pemerintahan Kalurahan
Berikut ini adalah organisasi Pemerintahan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan di wilayah Nomporejo, antara lain:
1. Pemerintah Kalurahan
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)
4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. P3A (Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak) Putri Pertiwi
6. Lembaga Pelestari Budaya (Reog, Mocopat, Campursari, Sholawatan)
7. Desa Siaga
8. Kampung KB
9. Desa Tangguh Bencana
10. Karang Taruna Kalurahan
11. LINMAS
12. Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Ngudi Makmur Nomporejo
13. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
14. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)
15. P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
16. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
17. Rukun Tetangga (RT)
18. Rukun Warga (RW)


1.2.3. Susunan Perangkat Kalurahan Nomporejo sampai akhir tahun anggaran 2022-2029 sebagai berikut:
a. Lurah, dijabat oleh Sapon.
b. Carik, dijabat oleh Eka Herdi Nugraha.
c. Tata	Laksana	Sarta	Pangripta,	dijabat	oleh	Isnandar Alamsyah.
d. Danarta, dijabat oleh Muh Utoyo.
e. Jagabaya, dijabat oleh Sanyoto, S.Sos.
f. Ulu-Ulu, dijabat oleh Ika Widiastuti, S.Pd.
g. Kamituwa, dijabat oleh Rusi Priyani S.Kom.
h. Dukuh Pandowan, dijabat Pth oleh Muh Utoyo.
i. Dukuh Sorogenen I, dijabat oleh Rumidi,
j. Dukuh Sorogenen II, dijabat oleh Agung Nuryanta.

k. Dukuh Barongan, dijabat oleh Sukarja.
l. Dukuh Bagongan, dijabat oleh Surana.
m. Dukuh Gandu, dijabat oleh Nanang Nur Widiyantoro.
n. Dukuh Nampan, dijabat oleh Sudarisman.
o. Dukuh Samiranan, dijabat oleh Eka Yuli Astuti.

1.2.4. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) periode 2020-2025
	1) Ketua
	:
	Drs Suyudi

	2) Wakil Ketua
	:
	Mahmud Nuriyanto

	3) Sekretaris
	:
	Ratna Hindria Candra Dewi SH

	4) Anggota
	:
	1. Wasi, Ketua bid. Pemerintahan
2. Mujito , Ketua bid.Pembangunan
3. Sugito
4. Nur Arifah



BAB III POTENSI DAN MASALAH

Pengkajian potensi dan masalah dimulai dari penjaringan potensi dan masalah yang ada di Kalurahan Nomporejo dengan menggunakan alat kaji sebagai berikut:
1. Peta Kondisi Kalurahan
2. Peta Rencana Pembangunan Kalurahan Tahun 2022-2029
3. Kalender Musim
4. Diagram Kelembagaan.


3.1. Potensi
Berikut ini potensi yang dimiliki Kalurahan Nomporejo,

a. Lahan pertanian yang cukup luas, sekitar 90 Ha yang produktivitasnya masih dapat ditingkatkan. Adapun hasil pertanian di Nomporejo ;
· produksi padi rata-rata 7-8 ton/Ha.
· Komoditas Jagung 4-5 ton/ ha
· Kedelai 3 ton/ ha
b. Usaha peternakan dan perikanan yang meningkat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat.
· Peternakan Sapi : 32 ekor
· Peternakan kambing/Domba : 160 ekor
· Unggas : 2400 ekor
· Produksi Lele : 10.000 ekor
· Gurami	: 5000 ekor
· Nila	: 10.000 ekor
· Ikan Gabus  : 2000 ekor
c. Kebun warga yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh Kelompok wanita Tani untuk menanam tanaman buah-buahan, sayur-mayur, jahe, kencur, dan lain-lain yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
d. Adanya Kelompok masyarakat Pecinta Voli.
e. Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi, sejumlah 1578 adalah usia produktif
f. Kemampuan bertani masyarakat Nomporejo yang sudah dimiliki secara turun-temurun.
g. Tingkat gotong-royong antar warga masih tinggi.
h. Hubungan Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kalurahan dan masyarakat tergolong kondusif.

i. Sumber Daya Manusia kususnya pemuda yang menguasai bidang Teknologi Informasi semakin banyak, sehingga Pemerintah Kalurahan hanya perlu memberikan ruang dan fasilitas mereka untuk mengembangkan minat dan bakatnya untuk kemajuan kalurahan dalam hal teknologi informasi
j. Kegiatan PAUD semakin meningkat yang bertujuan memberikan pendidikan sedini mungkin kepada anak.

3.2. Masalah
a. Genangan air dibeberapa tempat wilayah padukuhan yang muncul apabila hujan yang terlalu deras.
b. Hasil panen padi yang kurang maksimal akibat hama wereng dan pengolahan hasil pertanian yang kurang maksimal.
c. Latar belakang pendidikan warga Nomporejo masih rendah sehingga dibutuhkan  pelatihan keterampilan yang intensif.
d. Penguasaan teknologi pertanian guna peningkatan produktivitas pertanian belum maksimal.
e. Paradigma masyarakat masih pada hasil bukan pada proses pencapaian, sehingga perlu sosialisasi dalam mewujudkan program Kalurahan.
f. Masalah pekerja migran, Trafficking, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta kasus stunting masih ditemukan.

BAB IV
KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN


1.1. Visi dan Misi
1.1.1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Visi Lurah Nomporejo terpilih tahun 2022-2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Nomporejo yang Sejahtera”.

1.1.2. Misi
Misi	adalah	langkah	strategis	untuk	mencapai	visi	yang telah ditetapkan. Untuk mencapai maka disusun misi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Melaksanakan pembangunan di kalurahan
3. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat.


1.2. Tujuan dan Sasaran
1.2.1. Tujuan
Tujuan Pembangunan Kalurahan Nomporejo periode jangka menengah 2022-2029 adalah hasil yang hendak dicapai dalam melaksanakan misi yaitu:
a. Terwujudnya Kalurahan yang mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah kalurahan Nomporejo.
b. Terselenggaranya tata kelola pemerintah kalurahan yang baik), transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintah kalurahan.
c. Mengoptimalkan kinerja perangkat kalurahan secara maksimal dan terukur sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat berdasar pada tatakelola kalurahan.
d. Meningkatnya kapasitas pengetahuan maupun keterampilan masyarakat.
e. Meningkatnya akses, partispasi dan kontrol, masyaraktat, termasuk kaum marginal, retan, dan disabilitas dalam pembangunan kalurahan.

f. Meningkatkan peran pemuda/karangtaruna dalam kegiatan kalurahan dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan pemuda/karangtaruna.
g. Menurunkan angka stunting dan gizi buruk balita dengan mengoptimalkan Posyandu dan kapasitas kader kesehatan Kalurahan.
h. Meningkatkan kapasistas pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan “Binangun Nomporejo”, berikut dengan pengelola unit-unit usaha dan seluruh karyawannya.
i. Pengembangan dan optimalisasni Sistem Informasi Kalurahan.
j. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan peta sosial kalurahan.
k. Pembuatan Jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi lokal Kalurahan.
l. Mendorong tumbuhnya industri kreatif.
m. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran kegiatan, dan proses penyusunan pelaporan kegiatan dengan memaksimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan kalurahan.
n. Memaksimalkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan.
1.2.2. Sasaran
Sasaran pembangunan kalurahan Nomporejo merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan pada periode 2022-2029 ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut:
a. Terwujudnya kalurahan yang mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang ada dalam wilayah kalurahan Nomporejo, dengan tolok ukur sasaran:
1) Terwujudnya kemandirian kalurahan melalui pedukuhan- pedukuhan dengan memperkuat Potensi Ekonomi, Potensi Alam, Potensi Sosial dan Potensi Budaya.
2) Bertambahnya	pendapatan	masyarakat	dengan mengembangkan potensi ekonomi, potensi alam dan memajukan potensi sosial budaya dalam masyarakat yang ada di delapan pedukuhan di kalurahan Nomporejo.
3) Berkurangnya Rumah Tangga Miskin di wilayah Kalurahan Nomporejo
b. Terselenggaranya tatakelola pemerintah Kalurahan yang baik (good governence), transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan dengan tolok ukur sasaran:

1) Tersedianya	aparatur	Kalurahan	yang	siap	melayani masyarakat
2) Tersedianya layanan kepada masyarakat Kalurahan yang memuaskan
3) Tersedianya	sarana	dan	prasaran	Kalurahan	yang mendukung pelayanan masyarakat Kalurahan
a. Mengoptimalkan kinerja perangkat kalurahan secara maksimal dan terukur sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan tolok ukur sasaran:
1) Tersedianya data dan informasi Kalurahan yang terbarukan
2) Tersedianya perencanaan pembangunan kalurahan yang mudah di akses masyarakat
b. Meningkatnya kapasitas pengetahuan maupun keterampilan masyarakat dengan :
1) Pelatihan usaha industri di tingkat kalurahan
2) Pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, industri rumah tangga,bisnis online dll.)
3) Pelatihan dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan kelompok petani dan pembudidaya ikan
4) Terselenggaranya	Pelatihan	dan	Peningkatan	kapasitas Pelaku Wisata, Pelaku Budaya, dan Pelaku Olahraga.
c. Meningkatnya partisipasi perempuan, kelompok rentan dan disabilitas, dalam pembangunan Kalurahan, dengan tolok ukur sasaran:
1) Pembentukan kelompok disabilitas desa, serta pelatihan dan penguatan kelompok disabilitas
2) Pembinaan	dan	pelatihan	penyandang	masalah kesejahteraan sosial
3) Pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi keluarga pra sejahtera.
d. Peningkatan kapasitas bagi kelompok marginal
e. Meningkatkan peran pemuda/karangtaruna dalam kegiatan kalurahan dengan peningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan pemuda/karangtaruna, dengan tolok ukur sasaran:
1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi para pemuda/karangtaruna
2) Peningkatan kapasitas pemuda/karangtaruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

3) Fasilitasi penyelenggaran Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kalurahan
4) Fasilitasi kontingen kepemudaan dan orahraga sebagai wakil kalurahan di tingkat kapanewon dan kabupaten/kota.
5) Fasilitasi penyelenggaraan festival kesenian, upacara adat/kebudayaan dan keagamaaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat Kalurahan.
6) Pembinaan bahaya Intolerasi, radikalisme, ekstrimisme, terorisme, aliran sesat dan organisasi terlarang.
7) Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat kalurahan.
8) Fasilitasi pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Kalurahan di tingkat kapanewon dan kabupaten/Kota
f. Menurunkan angka stunting dan gizi buruk balita dengan mengoptimalkan Posyandu dan kapasitas kader kesehatan kalurahan, dengan tolok ukur sasaran:
1) Penyelenggaraan Posyandu dan PAUD serta	pemberian makanan tambahan serta kelas ibu hamil.
2) Penyuluhan	dan	pelatihan	bidang	kesehatan	(untuk masyarakat, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan)
3) Pembinaan kader kesehatan, PPKBD, dan kader KB/KS.
4) Pembinaan pengurangan angka kematian ibu dan bayi
5) Pembinaan pengasuh tumbuh kembang anak dan pemberian ASI Ekslusif
6) Penyuluhan, pendampingan dan pendidikan bagi calon pengantin.
7) Peningkatan pengetahuan dan kapasitas ibu Hamil


g. Meningkatkan kapasistas pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan “Binangun Nomporejo” , berikut dengan pengelola unit-unit usaha dan seluruh karyawannya, dengan tolok ukur sasaran:
1) Fasilitasi pelatihan pengelolaan BUM Kalurahan
2) Optimalisasi unit usaha BUMkal

h. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan, dengan tolok ukur sasaran:
1) Terselenggaranya informasi Kalurahan yang mudah di akses
2) Tersedianya data dan informasi Kalurahan sehingga bias digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

i. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan, dengan tolok ukur sasaran:
1) Tersedianya perencanaan pembagunan Kalurahan
2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan skala prioritas pembagunan Kalurahan
j. Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan informasi lokal Kalurahan
1) Tersedia lokasi-lokasi koneksi internet gratis yang dapat dimanfaatkan bagi warga
k. Tumbuhnya industri kreatif, dengan tolok ukur sasaran:

1) Fasilitasi pelatihan kerajinan, souvenir, pengolahan makanan dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di wilayah Kalurahan.
2) Fasilitasi tumbuhnya industri teknologi informatika karya pemuda/Karangtaruna.
3) Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha agar mempunyai daya saing.
l. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan proses penyusunan pelaporan kegiatan dengan memaksimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dengan tolok ukur sasaran:
1) Fasilitasi peningkatan kapasistas LPMKal ,PKK, Karangtaruna, dan LKK lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang menggunakan Anggaran Kalurahan.
m. Memaksimalkan fungsi dan peran BPKal sebagai Mitra Pemerintah Kalurahan, dengan tolok ukur sasaran:
1) Fasilitasi peningkatan Kapasitas BPKal.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Berdasarkan kondisi masyarakat Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo pada saat ini, untuk menghadapi permasalahan dan tantangan 6 (enam) tahun mendatang diperlukan kondisi masyarakat yang tertib dan aman serta terpelihara kerukunan, kegotong-royongan dan peningkatan iman dan taqwa.
Adapun tantangan  6 (enam ) tahun mendatang antara lain:
· Tata kelola Pemerintahan yang belum optimal
· Rendahnya	profesionalisme	dan	jiwa	militan	dalam	kewirausahaan aparatur.
· Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.
· Belum optimalnya keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan.
· Belum optimalnya pengelolaan potensi alam yang ada dalam hal agribinis, agroindustri, dan pariwisata yang mendukung perekonomian Kalurahan serta rendahnya pertumbuhan dunia usaha dan investasi ke Kalurahan.
`
1. Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Kalurahan
Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan tersebut diatas maka ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan antara lain:
a. Good Governance
Pada era globalisasi, pelaksanaan pembangunan kalurahan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan, perubahan tersebut dari government mejadi governance menuntut pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah sebagai motor penggerak utama, yang perlu dikaji untuk diubah karena paradigma semacam itu terbukti menciptakan pola pembangunan yang sentralistik. Disisi lain menjadikan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dapat diubah karena good governance mengharuskan pembagian peran yang seimbang antara pemerintah dengan dunia usaha/swasta dan masyarakat. Dengan perubahan tersebut diharapkan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel, sehingga tercapai keberhasilan pembangunan.
b. Pertumbuhan ekonomi
Dalam pembangunan Kalurahan Nomporejo dilaksanakan dengan melibatkan para ahli, pihak swasta, masyarakat dan pemerintah secara

proposional sebagai pelaku–pelaku pembangunan. Dengan melibatkan ke empat pelaku pembangunan tersebut dapat menggerakkan perekonomian masyarakat kalurahan secara maksimal sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan semakin meningkat yang merupakan syarat keberhasilan dan mendukung pertumbuhan pembangunan sektor yang lain.
c. Pemberdayaan masyarakat
Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan akan mengalami perubahan hasil Karena adanya perubahan di mana saat ini masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan seutuhnya yang berarti bahwa masyarakat mampu mengidentifikasi potensi alam di wilayahnya, kebutuhan serta pemecahannya. Masyarakat bisa membuat keputusan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan sehingga hasil pembangunan yang diperoleh adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat.


2. Prioritas Pembangunan Kalurahan
Berdasarkan Visi dan Misi 6 (enam) tahun kedepan yang mengedepankan kebersamaan membangun menuju penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Kalurahan Nomporejo yang mandiri, aman, adil, makmur dan sejahtera lahir dan batin, dinamis berlandaskan iman dan taqwa. Maka, prioritas pembangunan Kalurahan Nomporejo adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berorentasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang didukung dengan  infrastruktur yang memadai dilandasi semangat kebersamaan.
3. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kalurahan Paradigma	baru	dalam	upaya	peningkatan	kesejahteran	masyarakat Kalurahan sedikitnya ada empat hal yang perlu dipertimbangkan:
a. Pertama, rendahnya pendapatan masyarakat sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik masyarakat secara statis. Melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan dalam merespon rendahnya pendapatannya.
b. Kedua, indikator untuk mengukur kesejahteraan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga.
c. Ketiga, konsep kemampuan sosial dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika tingkat kesejahteraan.

d. Keempat, model tersebut juga harus mampu menyadarkan bahwa tidak akan ada seseorang/lingkungan yang dapat keluar dari rendahnya tingkat pendapatan, melainkan atas usaha orang/keluarga/ lingkungan itu sendiri serta memberikan pemahaman bahwa masalah peningkatan kesejahteraan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah kalurahan dan masyarakat.
Disisi lain dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan nasional, daerah dan Kalurahan perlu didukung oleh ketersediaan data terpilah dan informasi kewilayahan (spasial) yang melengkapi data dan informasi sektoral yang telah ada. Data dan informasi tentang potensi spesifik yang dimiliki oleh semua wilayah hingga tingkat terkecil, merupakan bahan yang penting bagi perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Kalurahan secara umum bahkan secara spesifik menurut wilayah tertentu.
Data Pemetaan Potensi Kalurahan (Podes) hingga saat ini merupakan satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi suatu wilayah setingkat pedukuhan di seluruh Nomporejo.
Data Podes tersebut dapat diolah sehingga dihasilkan informasi penting berbasis wilayah untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan.
Sejalan dengan waktu, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam untuk bisa dipenuhi.
Pendataan Podes tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan data spesifik bagi keperluan pembangunan Kalurahan, tetapi juga dimaksudkan untuk memberikan indikasi awal tentang fakta-fakta potensi Kalurahan.
Secara	umum	maka	diperlukan	Pemetaan	yang dilaksanakan berkaitan untuk mendapatan Data potensi Kalurahan sebagai berikut :
1. Data tentang Potensi keunikan lokal yang dimiliki Kalurahan;
2. Data tentang Potensi Alam yang dimiliki Kalurahan;
3. Data tentang Potensi Ekonomi yang dimiliki Kalurahan;
4. Data tentang Potensi Sosial yang dimiliki Kalurahan;
5. Data tentang Potensi Budaya yang dimiliki Kalurahan.
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Selanjutnya Data Potensi itu difilter dan dikonfirmasi berdasar 6 aspek Dimensi dalam masyarakat:
1. Dimensi Sosial;
2. Dimensi Budaya;
3. Dimensi Politik;
4. Dimensi Ekonomi;
5. Dimensi Sarana dan Prasarana, dan;
6. Dimensi Teknologi.

Setelah Data Potensi itu difilter dan dikonfirmasi berdasar 6 aspek Dimensi dalam masyarakat data tersebut digunakan untuk Melengkapi penyusunan kerangka sampling) untuk kegiatan statistik lain lebih lanjut dan Menyediakan data bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi di Kalurahan guna penentuan kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang, serta untuk menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik sampai wilayah terkecil kecil (Small Area Statistics).
Untuk memahami kondisi 5 Potensi Kalurahan dan kecenderungan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Adapun informasi yang perlu dikumpulkan, dikaji dan dianalisis, meliputi : gambar mengenai kondisi fisik, Letak Potensi, Para Pelaku, Semua informasi ini diharapkan dapat menggambarkan eksisiting, yang tengah berlangsung (on-going) maupun yang akan dikembangkan (commited).
Selain itu maka perlu juga melihat Kendala-kendala dalam pengembangan 5 Potensi Kalurahan yang telah dipetakan, baik dalam kaitannya dengan bidang prasarana, keuangan dan kebijakan, yang dimungkinkan menimbulkan permasalahan pada masyarakat setempat.

4. Penyusunan Skenario Pengembangan Ekonomi Kalurahan
Skenario pengembangan Ekonomi Kalurahan berisi antara lain: pemanfaatan ruang dan struktur ruang (pengembangan sektor-sektor unggulan Kalurahan, kawasan dan sistem prasarana yang merupakan acuan pengembangan Kalurahan. Selanjutnya dirumuskan model pengembangannya.

Rumusan model pengembangan Kalurahan yang dimaksud berisi program- program pengembangan berdasarkan 5 Potensi Kalurahan dalam rangka mendukung pencapaian skenario-skenario yang telah dirumuskan dengan panduan berupa rencana induk (masterplan) pengembangan ekonomi Kalurahan dengan 8 indikator kunci. Adapun Pola Pengembangan Kalurahan dengan 8 indikator kunci agar Program-program yang layak untuk diimplementasikan atau masuk dalam skala prioritas, dikaji pola pelaksanaannya, dalam hal ini pola pelaksanaan yang dimaksud memperhitungkan seluruh pelaku pengembangan Ekonomi Kalurahan, yaitu pemerintah Kalurahan, swasta dan masyarakat.
Dalam hal pengembangan Ekonomi Kalurahan	dengan	8 Indikator kunci yaitu:
1. Indikator Kerangka Politik dalam Kalurahan;
2. Indikator Kelembagaan Kalurahan;
3. Indikator Peluang pengembangannya;
4. Indikator Kultur Masyarakatnya
5. Indikator Jaringan Kerjasama;
6. Indikator Sinkronisasi Global;
7. Indikator Penguasaan teknologi, dan;
8. Indikator Sosial yang Inklusi.
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Peran Partisipatif Masyarakat dapat dilihat diantaranya
1. 	Menjaga Kultur atau adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat Kalurahan, sebagai Indentitas. Bahwa kemajuan Kalurahan tidak boleh menghilangkan kultur khas Kalurahan.
2. Dalam Pengembangan ekonomi Kalurahan harus berdasarkan pada Sosial Inklusi yaitu keterlibatan masyarakat dari berbagai macam lapisan, bahkan melibatkan kaum rentan maupun disabilitas sebagai aktor perubahan kalurahan. Sehingga tidak satupun warga Masyarakat Kalurahan yang merasa ditinggalkan oleh Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Ekonomi Kalurahan. Karena semua Pihak dan lapisan Masyarakat merasakan dilibatkan dalam arah pembangunan Kalurahan.

BAB VI
ARAH KEBIJAKSANAAN KEUANGAN KALURAHAN

Pada dasarnya Anggaran Kalurahan merupakan salah satu instrumen utama kebijaksanaan publik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan, maka penyusunan anggaran kalurahan tahun anggaran 2022-2029 tetap memperhatikan norma dan prinsip – prinsip sebagai berikut:
1. Disiplin Anggaran
Anggaran Kalurahan disusun berdasarkan prioritas yang sesuai dengan sasaran pembangunan dan dilaksanakan secara efisien, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu pengalokasian anggaran senantiasa ditujukan pada arah dan kebijaksanaan yang telah disepakati antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan Nomporejo yang merupakan cermin dari Rencana Pembangunan Kalurahan.
2. Anggaran Berimbang dan Dinamis
Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kalurahan Nomporejo adalah mempertemukan secara berimbang antara penerimaan dengan alokasi pengeluaran yang realistis untuk menghindari terjadinya devisit anggaran sebagai akibat rencana pengeluaran melampui kapasitas penerimaan Kalurahan dan di sisi lain harus diupayakan peningkatan penerimaan Kalurahan.
3. Efisien Anggaran
Langkah awal yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kalurahan Nomporejo agar dapat mengendalikan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kalurahan secara optimal dimulai sejak awal proses perencanaan dengan tujuan dan target yang jelas.
4. Transparansi Anggaran
Sejalan dengan prinsip ini Pemerintah Kalurahan Nomporejo, baik untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan sendiri, lembaga maupun masyarakat dalam format yang akomodatif khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.
5. Tertib Anggaran
Usaha yang ditempuh Pemerintah Kalurahan Nomporejo terkait ketertiban anggaran adalah melakukan pengelolaan tata usaha keuangan Kalurahan dengan mencatat pada kesempatan pertama setiap terjadi penerimaan maupun pengeluaran keuangan Kalurahan dan dilengkapi dengan bukti– bukti sebagai pertanggungjawaban.

Usaha – usaha kegiatan pedukung lainya:
· Peningkatan PAKal (Pendapatan Asli Kalurahan) dengan menggali semaksimal mungkin potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat walaupun terdapat masalah–masalah dengan masyarakat sendiri.
· Peninjauan kembali Keputusan Kalurahan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi serta dinamika perkembangan saat ini.
· Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban diimbangi dengan peningkatan pelayanan.
· Peningkatan Belanja Investasi baik melalu Penyertaan Modal ke BUMKAL maupun Investasi ke masyarakat langsung melalui Peningkatan produktivitas pertanian, Peternakan, dan Usaha Kecil Mikro.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM
Merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian sasaran yang terukur, dengan menterjemahkan Visi dan misi lurah selama 6 tahun, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan di daerah.
Pelaksanaannya dengan memperhatikan hal– hal sebagai berikut:
1. Permasalahan di kalurahan yang mendesak dan harus segera diatasi.
2. Aspirasi dari masyarakat yang berkem
3. bang, sebagai bentuk kebutuhan riil yang semua itu dapat dijaring melalui mekanisme formal.
4. Prediksi perkembangan penyelenggaraan otonomi Kalurahan memperhatikan urusan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing dinas instansi.
5. Kemampuan daerah khususnya pendanaan pembangunan, sumberdaya alam yang ada dan sumber daya masyarakat serta kelembagaan yang ada.
6. Program SKPD baik ditingkat Kabupaten maupun Provinsi untuk menjadi sinkronisasi pembangunan di Kalurahan.
7. Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Kawasan Perdesaan sangat dinamis

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nomporejo Tahun 2022-2029 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam rencana strategis RPJMKal dan Rencana kerja RKPKal, termasuk program–program yang bersifat rutin setiap tahun akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
Arah Kebijakan Umum Kalurahan Nomporejo untuk tahun 2022-2029 secara umum adalah untuk dapat mendorong dan mengembangkan potensi Kalurahan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun arah kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Misi Pertama: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
a. Pengelolaan	administrasi	pemerintahan	yang	tertib	dan	dapat dipertanggungjawabkan
b. Pelayanan publik secara cepat dan tepat melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa
c. Menjalin sinergisitas Pemerintahan Kalurahan dan instansi atau dinas terkait.

2. Misi Kedua: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
a. Meningkatkan kualitas hidup masyarkat (pendidikan dan kesehatan)
b. Pembangunan infrastruktur di kalurahan
c. Pembangunan lingkungan permukiman di kalurahan

3. Misi Ketiga : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Mengembangkan kehidupan sosial budaya, olah raga dan keagamaan.
c. Meningkatkan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Karangtaruna, organisasi perempuan, RT-RW, Linmas, LPM Kalurahan dll).

4. Misi Keempat: Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Meningkatkan usaha sektor pertanian, perikanan dan peternakan unuk pemulihan ekonomi paska pandemic covid.
b. Melaksanakan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan.
c. Mengembangka usaha ekonomi produktif dan UMKM.
d. Mengembangkan Badan Usaha milik Kalurahan sesuai potensi desa.


5. Misi kelima :Bidang Tak terduga
a. Memaksimalkan peran Desa Siaga Bencana untuk Penanggulangan bencana covid 19 dan bencana alam lainnya.
b. Penanganan keadaan mendesak.

BAB VIII
PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN NOMPOREJO



Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan visi-misi Lurah dengan tidak meninggalkan partisipasi masyarakat

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
a. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
b. Pembuatan Peraturan Kalurahan
c. Optimalisasi Sumberdaya manusia dan peningkatan kapasitas pamong.
d. Optimalisasi Sistem informasi Desa termasuk update website desa setiap hari.
e. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
f. Penegakan peraturan kalurahan
g. Peningkatan kapasitas BPKal
h. Peningkatan kerjasama antar kalurahan
i. Meningkatkan kuatitas perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan Data Program SDGs
j. Program perencanaan pembangunan Kalurahan
k. Program pembangunan ekonomi, pendidikan, keagamaan dan sosial kebudayaan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan di kalurahan
a. Pembangunan infra struktur yang ada di Kalurahan Nomporejo
b. Kerjasama dengan pihak lain.
c. Pembangunan dengan memperhatikan tata ruang dan tata wilayah.


5. Misi Ketiga : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


a. Pembaharuan personal Linmas
b. Pembinaan Rois, Lembaga budaya lembaga sosial yang ada di Kalurahan
c. Peningkatan peran aktif lembaga kemasyatakatan Desa.
d. Pembinaan PKK, PAUD, P3A Putri Pertiwi, kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan lembaga sosial yang ada di desa
e. Meningkatkan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa ( PKK, Karangtaruna, organisasi perempuan, RT-RW, Linmas, LPM Kalurahan dll)

6. Misi Keempat: Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan


a. Melaksanakan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan
b. Mengembangkan dan usaha ekonomi produktif dan UMKM
c. Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Kalurahan
d. Penguatan Sumberdaya Manusia dan Managemen BUMKal.
e. Mengembangkan Badan Usaha milik Kalurahan sesuai potensi desa.
f. Pencegahan stunting, Perlindungan terhadap pekerja migran, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
g. Memaksimalkan peran, Kampung KB, Desa Siaga, Desa siaga Bencana
h. Penanganan keadaan Mendesak
i. Peningkatan kapasitas, kader pemberdayaan masyarakat, kelompok perempuan, kelompok tani, peternak, pengrajin, kelompok masyarakat miskin, kelompok pemerhati perempuan dan anak.

BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Lurah selama 6 tahun ke depan, yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen masyarakat.
Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nomporejo Tahun 2022-2029 yang telah konkrit akan dijabarkan dalam Renstra RPJMKal dan Renja RKPKal serta kebijakan umum APBKal setiap tahunnya yang akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nomporejo Tahun 2022–2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan. Untuk Itu Perlu Ditetapkan Kaidah- kaidah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nomporejo Tahun 2022-2029, dengan pengawasan kinerja Lurah oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahKalurahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan.
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SAPON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH Kalurahan PENYUSUNAN RPJM – Kalurahan
Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan, telah diadakan musyawarah Kalurahan di Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyokarta dalam rangka penyusunan RPJM - Kalurahan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal	: Jumat, 18 Februari 2022 Jam	: 09.00 Wib
Tempat	: Balai Kalurahan Nomporejo

yang dihadiri oleh Lurah, unsur perangkat Kalurahan, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Kalurahan ini adalah :

A. Materi:
1. Visi Misi Lurah dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJMkal untuk masa jabatan 2022-2029;
2. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Kalurahan
Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : DRS H SUYUDI dari Ketua BPKal Notulen	: SIDIK PURWANTO dari LPMKal
Narasumber	: 1. SAPON dari LURAH NOMPOREJO
2.  EKA  HERDI  NUGRAHA  DARI CARIK
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RPJM Kalurahan yaitu :
1. Tim Penyusun RPJMkal segera melakukan Kegitan Penyusunan dan selambat-lambatnya dipresentasikan dalam Musrengbangkal RPJMkal tanggal 25 Februari 2022.
2. Dalam Penyusunan RPJMkalurahan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
17 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
NOMPOREJO, 18 Februari 2022
Mengetahui	Ketua BPKalLurah
(SAPON)



Cap/ttd

(DRS H SUYUDI)

Wakil Masyarakat Cap/ttd

(SIDIK PURWANTO)


BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN Kalurahan



Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kalurahan, di Kalurahan Nomporejo, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta pada :
Hari dan Tanggal	: Jumat, 18 Februari 2022 Jam	: 09.00 Wib
Tempat	: Balai Kalurahan Nomporejo


Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Kalurahan yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Kalurahan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Kalurahan tersebut adalah :

1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Kalurahan;
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Kalurahan;


Demikian	Berita	Acara	ini	dibuat	dan	disahkan	dengan	penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Mengetahui,
	NOMPOREJO, 18 Februari 2022

	Lurah
	Ketua Tim Penyusun RPJM
Kalurahan

	
[image: ]
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	(SAPON)
	(EKA HERDI NUGRAHA)



iv

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM  Kalurahan


Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Kalurahan di Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Kalurahan, maka pada hari ini :
Hari dan Tanggal	: Jumat, 18 Febrauari 2022 Jam	: 09.00 Wib
Tempat	:Balai Kalurahan Nomporejo

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Kalurahan oleh tim penyusun RPJM Kalurahan sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Kalurahan adalah sebagai berikut:

1 Penentuan Peringkat Masalah


2 Penentuan Peringkat Tindakan


3 Hasil Pengkajian dan Pemecahan Masalah

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian	Berita Acara ini dibuat dengan	penuh	tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


	Mengetahui,
	NOMPOREJO, 18 Februari 2022

	Lurah Nomporejo
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	Ketua Tim Penyusun RPJM
Kalurahan
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	(SAPON)
	(Eka Herdi Nugraha)



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kalurahan PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM Kalurahan



Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Kalurahan Di Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogykarta pada :
Hari dan Tanggal	: Jumat, 25 Februari 2022 Jam	: 09.00 Wib
Tempat	: Balai Kalurahan Nomporejo
telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong Kalurahan, BPKal, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi:
1. Hasil Pengkajian dan Pemecahan Masalah Tim Penyusun RPJMKal untuk masa jabatan 2022-2029;
2. Penyelarasan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Permendesa Nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : SAPON dari Pemerintah Kalurahan Notulen	: SIDIK PURWANTO S.PD dari LPMKAL
Narasumber	: EKA HERDI NUGRAHA dari Tim Penyusun RPJMKal
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Kalurahan yaitu :
1. Peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan melalui Penguatan BUMKAL dengan melakukan Penyertaan Modal usaha ke BUMKAL setiap tahunnya sesuai proposal dari BUMKAL;
2. Untuk dapat melakukan ekpansi usaha maka BUMKAL segera membentuk unit Usaha berupa Bidang Perdagangan Gas dan Pengembangan Sektor Perpupukan.

3. Fokus Belanja Kalurahan selama periode 2022-2029 adalah:
a. Investasi	Kalurahan	baik	melalui	BUMKAL	maupun	kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Organik
c. Pengembangan Potensi Gapoktan
d. Pengentasan Stunting
e. Pembukuan Sejarah Desa
4. Pembuatan Peta Geospasial, Masterplan dan penyusunan DED segera dilakukan sebagai dasar Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kalurahan Nomporejo.
5. Optimalisasi Ijin PIRT untuk UMKM di Kalurahan Nomporejo
6. Pengembangan Bank Sampah di Pedukuhan 2 Sorogenen agar menjadi Unggulan Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOMPOREJO, 25 FEBRUARI 2022

Mengetahui	Ketua BPKal
LURAH

(SAPON)


Cap/ttd

(DRS SUYUDI)
Wakil Masyarakat Cap/ttd

(SIDIK PURWANTO)

LAMPIRAN IIIBPD
LPMD
Gapoktan/ Pokdakan
Posyandu
RW
PKK
Masyarakat
RT
BUMDES
PEMDES
Karang Taruna
P3A TANI
MAKMUR
P3A PUTRI PERTIWI
PUSKESMAS

BAGAN KELEMBAGAAN KALURAHAN NOMPOREJO


DAFTAR MASALAH DAN POTENSI KALURAHAN NOMPOREJO BERDASARKAN BAGAN KELEMBAGAAN

	NO
	LEMBAGA
	MASALAH
	POTENSI

	1
	PEMKAL
	Gedung Kantor Balai Kalurahan Belum ada
Gedung pelayaan Terpadu
	· Dekat Dengan Jalan Daendels
· SOTK lengkap

	2
	PEMKAL
	Penggunaan Teknologi Informasi Aparatur Kalurahan terkait masalah pelayanan belum optimal. Aplikasi masih dalam tahap pengembangan
	· Dekat Jalan Utama
· SOTK lengkap
· Tenaga Potensial
· Infrastruktur TI Mendukung

	3
	PEMKAL
	Wilayah Kalurahan yang
Kecil dan penduduk yang Kecil
	· Dekat Dengan Jalan Lintas Selatan
· Tenaga Potensial

	4
	BPK
	Belum Ada Ruangan
	· Dekat Dengan Jalan Lintas Selatan
· Anggota BPD yang cakap

	5
	LPMK
	Biaya Operasional LPMK masih rendah
	· Lembaga Pengurus lengkap
· Anggota yang profesional

	6
	RT
	Insentif RT masih sangat Kurang
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

	7
	RW
	Insentif RW masih sangat Kurang
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

	8
	POSYANDU
	Insentif kader Posyandu masih rendah
	· Lembaga & Pengurus lengkap
· Tenaga Potensial

	9
	POSYANDU
	Sarana prasarana pendukung kegiatan posyandu masih kurang
	· Lembaga & Pengurus lengkap
· Tenaga Potensial

	10
	PKK
	Biaya Operasional PKK masih sangat Kurang
	-	Lembaga & Pengurus lengkap

	11
	KARANG TARUNA
	Biaya Operasional untuk kegiatan karang taruna masih sangat kurang
	· Lembaga & Pengurus lengkap
· Potensial Pemuda sangat banyak

	12
	GAPOKTAN
	Koordinasi antara Gapoktan dengan PEMKal masih Kurang
	· Lembaga & Pengurus lengkap
· Potensi Pengembangan Pertanian

	13
	BUMKAL
	Kredit Macet Sangat Tinggi
	· Lembaga & Pengurus lengkap
· Tenaga Potensial
· Penyertaan Modal dari Kalurahan
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